
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propin si .Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dii. bah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten ang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Suhang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun l 950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun ~:003 
Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoresia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indor esia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repi blik 
Indonesia Nomor 4355); 

BOPATI GAROT, 
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat ( l) Peratu ran 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangu ian 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pera tu ran Dar rah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan rancangan a chir 
Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada 
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnak sud 
dalam huruf a, perlu membentuk ?eraturan Bupati tcrn ang 
Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Tahun 2019-2024; 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambarian 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia 
Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pe-nat.ian 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2' )07 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon+sia 
Nomor 4 725); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54~l5); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2) 14 
Nomor 244, Tambahan Lem.baran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, t erakhir 
dengan Undang-Undan.g Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2)14 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Nei.ara 
Republik lndonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten: ang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Nc-.ara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4833), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6042); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tenvang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Ne.gara 
Republik Indonesia Nomor 5103); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 terrang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerin tc1 han 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ; 017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor esia 
Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indor esia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tents.ng 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reputlik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2c,17 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 ten tang Tata Cara Perencanaar., Perigendal .an 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalu asi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana.Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Korja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indone sia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 22 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Ba.rat 
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ·l5), 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir den gan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 21)19 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Renc ana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Oaerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun ?.019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Dae rah 
Provinsi Jawa Barat. Nomor 236); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahu n 2 )19 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae rah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Dar rah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tamba ran 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Renca:na Pembangunan Jangka Panjang Dai rah 
(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lernl» ran 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4).; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut 
Tahun 2011-2031 (Lembara.n Daerah Kabupaten Gnrut 
Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 5); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 
ten.tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tarnba han 
Lembaran Daera.h Kabupaten Garut Nomor 3); 
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Pasal 1 
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewen.angan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Garut. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. 
5. Dinas adalah Din.as Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Carut. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Ke arsioan 

K.abupaten Garut. 
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya di.singkat 

BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan 
rnengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksan aan 
rencana pembangunan Daerah. 

8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD da 1.arn 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daorah 
Kabupaten. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STR..'\.TEGIS 
DIN AS PERPUSTAK.AAN DAN KEARSII1AN' 
TAHON 2019-2024. 

Menetapkan 

MEMUTUSK.AN: 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tab un 2( 16 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Ga rut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2c116 
ten tang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perang kat 
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Dae+ah 
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nornor 1 Tahuri 2(119 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oae··ah 
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Dae··ah 
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1); 

25. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 i.ent.mg 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Serita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tent.mg 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Norn.or 27 
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organinasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Serita Dae rah 
Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49); 
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9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaat an 
sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan 
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah 
Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. 

10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentul, an 
kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai un .ur 
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian surnber d.iya 
yang ada dalam jangka waktu tert.entu di Daerah. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten urruk 
periode 20 (dua puluh) tahun. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten un tuk 
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya m.isa 
jabatan Bupati, 

13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rene ma 
Kerja Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokui ien 
perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depart y tng 
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. 

15. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan 
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilcan 
dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun. 

16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Ren.itra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah un tuk 
periode 5 (lima) tahun. 

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Peranvkat 
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untu k periode 1 ( satu) 
tahun 

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan 

19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksana kan 
untuk mewujudkan visi. 

20. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jar.gka 
waktu 5 (lima) tahun. 

21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujt Lan, 
berupa hasil pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten 
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

22. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 
pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk 
mencapaisasaran. 

23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) 
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh l (satu) atau l ebih 
Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasnran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pen gem han 
sum.berdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa a tau semua jenis sumberd aya, 
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 
barang atau jasa. 
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BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara 1angsung 
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima 
tahun mendatang sebagai komitmen urituk mendukung pencapaian tuj uan 
dan sasaran RPJMD. 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelorn pok 
sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2019-2024. 

BAB V STRATEGI DAN ARAB KEBIJAKAN 
Berisi rurnusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Dar rah 
dalarn lirna tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan r rah 
kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. 

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang 
mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang 
tertuang dalam RPJMD. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

BAB IIJ PERMASALAHAN DAN TSU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fuugsi 
pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi misi dan program 
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra 
Kementerian/lernhaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provi nsi, 
telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),telaahan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis. 

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sum ber 
daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah sorta 
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerab 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

PENDAHULUAN" 
Memuat gambaran latar belakang, landasan hukurn, maksud dan tuju an, 
sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Dae rah 
Tahun 2019-2024. 

BAB I 
Sistematika meliputi: 

Pasal 2 

BAB II 

SISTEMATIKA 

25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah reno· na 
tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengr.cu 
pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang 
pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. 

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat AP3D 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ya.ng dibahas clan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 
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DENISUHERLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN. GARUT 
TAHUN 2019 NOMOR 53 

ttd 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 16 - 8 - 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARU'f, 

RUDY GUNAWAN 

ttd 

Ditetapk.an di Garut 
pada tanggal 16 - 8 - 201~1 

BU PAT I GAR UT, 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Isi. dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dal am 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB Ill 
ISi DAN URAIAN RENSTRA 

Berisi t.entang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dal. irn 
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tic ak 
sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daei ah 
dan rencana tindak lanjut. 

BAB vm PENUTUP 
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